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Abstrak
 

Penulis mencoba untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik pengaturan eksekusi objek jaminan

kebendaan bergerak, berwujud, dan non-possessory dengan kekuasaan sendiri di antara negara-negara dalam

peringkat 10 besar EODB untuk indikator “getting credit”, kemudian membandingkannya dengan

pengaturan di Indonesia, guna mencari tahu apakah pengaturan di Indonesia sudah sesuai dengan praktik-

praktik terbaik itu. Dari penelusuran peraturan perundang-undangan ke-10 negara yang menjadi  objek

perbandingan, penulis mencoba untuk menggali inspirasi mengenai pengaturan ideal yang menyeimbangkan

kepentingan debitor dan kreditor yang beritikad baik dan dapat diterapkan di Indonesia dengan

memperhatikan segala partikularitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis

normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statutory approach),

pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan  (comparative approach). Hasil

penelitian menunjukkan bahwa  pengaturan eksekusi objek jaminan kebendaan bergerak, berwujud, dan

non-possessory di Indonesia masih banyak yang tidak sesuai dengan praktik terbaik di antara negara-negara

dalam peringkat 10 besar EODB untuk indikator “getting credit”. Salah satu perbedaan yang paling

mencolok adalah, sejak terbitnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi objek jaminan fidusia

dengan kekuasaan sendiri hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan post-default bahwa debitor

telah wanprestasi, dan kesukarelaan dari debitor untuk menyerahkan objek jaminan fidusia untuk dieksekusi.

Tidak ada satupun dari 10 negara yang diperbandingkan yang mengatur persyaratan serupa. Pada bagian

saran diuraikan beberapa rekomendasi pengaturan yang  terinspirasi dari penelusuran peraturan-peraturan di

negara-negara yang diperbandingkan.

......The author attempts to identify the best practices in regulating the self-help enforcement of non-

possessory security interests in tangible personal properties among countries in the top 10 EODB ranking for

the “getting credit” indicator, and compare it with the regulation in Indonesia, to find out if Indonesia's

arrangements are in line with these best practices. Drawing inspiration from the principles found in the laws

and regulations of these 10 countries, the author then attempts to offer several suggestions on the ideal

arrangements that strike a balance between the interests of good-faith debtors and good-faith creditors that

can be applied in Indonesia after taking into account the country’s particularities. The research method used

is the normative juridical research method, while the approaches used are the statutory approach, the

conceptual approach, and the comparative approach. The results show that there are still many arrangements

for the enforcement of non-possessory security interests in tangible personal properties in Indonesia that are

not in accordance with the best practices among countries in the top 10 EODB for the indicator "getting

credit". One of the most striking differences is, since the issuance of the Constitutional Court  Decision

https://lib.ui.ac.id/detail?id=20525002&lokasi=lokal


Number 18 / PUU-XVII / 2019, self-help enforcement of the security interests can only be carried out if

there is a post-default consensus between the parties that the debtor has defaulted and the debtor's

willingness to hand over the collaterals  to be executed. None of the 10 countries compared have similar

requirements. In the suggestions section, some regulatory recommendations inspired by tracing the

regulations in the countries being compared are offered


